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DUA TERSANGKA KASUS KORUPSI DI BAPENDA  

DELISERDANG DIJEBLOS KE LAPAS       

 

 
Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Deliserdang (ANTARA) - Dua tersangka kasus korupsi di Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kabupaten Deliserdang dijebloskan ke lembaga permasyarakatan. Keduanya 

Victor Maruli SSos dan Drs Edi Zakwan, SH, MH. Hal itu dibenarkan Kajari Deliserdang 

Jabal Nur SH MH.   

Ia menerangkan, kedua tersangka melakukan korupsi di Bapenda Deliserdang pada 

tahun 2020. Keduanya memanipulasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan 

(PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 "Kedua tersangka berkongkalikong mengurangi luas Bangunan PT Al Ichwan 

Garment Factory. Karena ulah mereka negara mengalami kerugian sebesar 

Rp1.955.939.250," terangnya. 

Terhadap Victor Maruli yang merupakan mantan Kabid Kepemudaan di Dinas 

Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan Edi Zakwan eks Kabid PBB 

Dispenda Kabupeten Deliserdang ditahan selama dua pekan lebih di Lapas II-B 

Lubukpakam. "Penahanan di lapas 20 hari. Pemilik PT. Al Ichwan Garment Factory Ngarijan 

Salim telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kajari Deliserdang. Karena, ia 

ikut serta merampok uang negara," jelasnya.  

Jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut akan segera melimpahkan 

berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Kedua tersangka 

melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Republik 
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Indonesia nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) 

Ke-1 KUHPidana," pungkasnya.  

 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/530223/dua-tersangka-kasus-korupsi-di-bapenda-

deliserdang-dijebloskan-ke-lapas, Kamis 11 Mei 2023. 

2. https://www.sumut24.co/korupsi-bapenda-ds-rp-19-m-ini-dia-dua-tersangka-

dijebloskan-ke-lapas/ Juma’at 12 Mei 2023  

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

https://sumut.antaranews.com/berita/530223/dua-tersangka-kasus-korupsi-di-bapenda-deliserdang-dijebloskan-ke-lapas
https://sumut.antaranews.com/berita/530223/dua-tersangka-kasus-korupsi-di-bapenda-deliserdang-dijebloskan-ke-lapas
https://www.sumut24.co/korupsi-bapenda-ds-rp-19-m-ini-dia-dua-tersangka-dijebloskan-ke-lapas/
https://www.sumut24.co/korupsi-bapenda-ds-rp-19-m-ini-dia-dua-tersangka-dijebloskan-ke-lapas/
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, 

legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah 

dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, 

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang 

pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Pasal 603 

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, 

orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II 

dan paling banyak kategori VI. 

 

Pasal 604  

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling 

banyak kategori VI. 

 

 

 



 

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ira Sumaya 4 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 20, angka 21, angka 33 dan angka 37. 

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah; 

13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; 

20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 

33. Pajak Bumi dan Bangu.nan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-

P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan; 

37. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB 

adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan; 

 

Pasal 38  

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan 

reklamasi atau pengurukan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: 

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan 

kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau 

barang milik Daerah; 

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan 

umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
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c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digu.nakan untuk tempat makam 

(kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman 

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 

belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid 

Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh 

Pemerintah. 

 

Pasal 39 

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adala}r orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 

 

Pasal 40 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian 

PBB-P2. 

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh 

juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu 

wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. 
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(5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua 

puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi 

NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali 

untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. 

(7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 41 

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). 

(2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi 

pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. 

(3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dan ayat (2) ditetapkan dengan 

Perda. 

 

Pasal 42  

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan 

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). 

 

Pasal 43 

(1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 

(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut 

keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. 

(3) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek 

PBB-P2. 

 

Pasal 44 

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pemindahan hak karena: 
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1. Jual beli; 

2. Tukar-menukar; 

3. Hibah; 

4. Hibah wasiat; 

5. Waris; 

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 

10. Penggabungan usaha; 

11. Peleburan usaha; 

12. Pemekaran usaha; atau 

13. Hadiah; dan 

b.Pemberian hak baru karena: 

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 

2. Di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. hak milik; 

b. hak guna usaha; 

c. hak guna bangunan; 

d. hakpakai; 

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 

f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan: 

a. Untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan 

lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik 

Daerah; 

b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 

pembangunan guna kepentingan umum; 

c. Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan 

atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;. 
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d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik; 

e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum 

lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 

g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan 

h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 45 

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan. 

 

Pasal 46 

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. 

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. Harga transaksi untuk jual beli; 

b. Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari 

pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan 

usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan 

c. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli 

dalam lelang.  

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak 

bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang 

digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan 

pada tahun terjadinya perolehan.  
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(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai 

perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit 

sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama 

Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. 

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih 

dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau 

satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, 

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

(7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat 

menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada 

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

(8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

ayat (6) ditetapkan dengan Perda. 

 

Pasal 47 

(1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). 

(2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. 

 

Pasal 48 

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 

pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dikurangi 

nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 47 

ayat (2). 

(2) BPHTB yang tenrtang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan 

berada.  
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Pasal 49 

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan: 

a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual 

beli; 

b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah 

wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang 

mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, 

dan/atau hadiah; 

c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan 

pera-lihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; 

d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk 

putusan hakim; 

e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru 

atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 

f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak 

baru di luar pelepasan hak; atau 

g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 


